
BUPATI BURU

PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR HA TAHUN 2OL3

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PERTAMBANGAN DAN

ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
I(ABUPATEN BURU

Menimbartg

BUPATI BURU,

bahwadenganditetapkannyaPeraturanDaerahKabupaten
Buru Nomor 09 Tahun 2Ot2 tentang Pembentukan

organisasidanTataKeqaDinia.sPertamtrangandanEnergi
Sumber Daya Mineral Kabitpaten Buru maka untuk

menjamin keiancaran tugas, perlu menetapkan Uraian

Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Sumber

Daya Mineral;

bahwa penetapan uraian tugas ini dimaksudkan untuk

menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pada Dinas

Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral

Mengingat

KabuPaten Buru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas

Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral

KabuPaten Buru;

1. Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun

lg14Nomor55,TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-UndangNomor43TalrunLgggtentangPerubahan

AtasUndang-UndangNomor8Tahunlgz4tentangPokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

TahunlgggNomor169,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 3890);

'. a.

b.



2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

PembentukanProvinsiMalukuUtara,KabupatenBurudan

KabupatenMalukuTenggaraBarat(LembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 774 Tahun 1999' Tambahan

LembaranNegaraRepubliklnd.onesiaNomor3395)
sebagaimanatelahdiubahdenganUndang_UndangNomor6

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor46TahunlgggtentangPembentukanProvinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku

TenggaraBarat(LembaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun2000NomorT3,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 39611;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesia

Tahun2oo4Nomor:l2S,TambahanLembaranNegara
RepublikIndonesiaNomor443T)sebagaimanatelahdiubah

d.engan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

PerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor32Tahun

2oo4tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ' Tambahan

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor aSaa);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang

PerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdan
PerrrerintahanDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesia

Tahun2oo4Nomor126,TambahanLembaranNegara
RePublik Indonesia Nomor a43$h

5. Undang-Undang Republik Ind'onesia Nomor 4 Tahun 2OO9

tentangPertambarrganMineraldanBatubara(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 4 ' Tambahan

Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4959\;

6. Undang-Und"ang Nomor L2 Tahun 2Ol7 tentang

PembentukanPeraturanPerundang-undangan(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O77 Nomor 82'

Tambahan Lembaran Negara Repuhrlik Indonesia

Nomor 523a\;



7. peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2oo2 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun

2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam

Jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 33 Tahun 2oo2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a9al;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2ooTNomor32,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 4737);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentalg

organisasiPerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublik
IndonesiaTahun2oa7NomorBg,TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7all;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2al2

tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pertambangan dan Energi sumber Daya Mineral Kabupaten

Buru(LembaranDaerahKabupatenBuruTahun2aT2
Nomor0g,TambahanLembaranDaerahKabupatenBuru

Nomor 09);

MEMUTUSI(AN :

PERATURANBuPATIBURUTENTANGURAIANTUGAS
JABATANSTRUKTURALDINASPERTAMBANGANDAN
ENERGISUMBERDAYAMINERALI(ABUPATENBURU.

8.

MenetaPkan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

a.PemerintahDaerahada]ahKepalaDaerah
Penyelenggara Pemerintah Daerah;

b. Daerah ad-alah Daerah Kabupaten Buru;

c. Bupati adalalrr BuPati Buru;

beserta Perangkat Daerah



d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;

e. Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru;

f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sumber Daya

Mineral KabuPaten Buru.

g. Peralgkat Daerah ada-lah unsur pembantu Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan

Kelurahan;

h. Jabatan Struktural adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas' tanggung

jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka

memimpin suatu satuan organisasi negara;

i. Pejabat struktural yang dimaksud adalah untuk jabatan strukturai eselon II'

III dan eselon IV dan V;

BAB II
KEPALA DINAS

Pasal 2

(1) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Minerai mempunyai

tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan desenteralisasi tugas

dibidang Pertambangan dan Energi sumber Daya Mineral.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Merumuskan kebijakan teknis dan operasiona-i dinas dengan cala

menjabarkan kebijakan Bupati sebagai pedoman dalam perencanaan dan

pelaksanaan kegi atan serta evaluasi ptagram dinas Pertambangan dan

Energi Sumber DaYa Mineral;

b. Merumuskan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan dinas

PertambangandanEnergiSumberDayaMineral;

c. Menyiapkan rancangan peraturan perundang - undangan / kebijakan

daerah di bidang sumber daya ,mineral, geologi, air tanah, kelistrikan dan

energi;

d. Memberikan pertimbangan perizinan/rekomendasi di bidang

Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral;

e. Merumuskan pedoman kerja di lingkungan dinas Pertambangan dan

Energi Sumber DaYa Mineral;

f. Mengendaiikan progra.rr.lkegiatan yang terkait dengan pelaksanaan

urusanPertambangandanBnergiSumberDayaMineral;



g. Melakukan Pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan serta

memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;

h. Melaporkal hasii pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu -
waktu kepada atasaa;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III
Bagian Kesatu

SEKRETARIS DINAS

Pasal 3

(1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi,

kepegawaian, koordinasi dan pengendalian prograrn, pelaporan' urusan

umum dan urusan keuangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Menghimpun dan mempel4iari peraturan perundang - undangan dan

pedoman/petunjuk teknis serta merencanakan kegiatan Sekretariat

sebagai acuan Pelaksanaan tugas;

b. Menyusun petunjuk/pedoman operasional kerja sekretariat badan sesuai

arah dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman keda;

c. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan

perencanaan serta administrasi keuangan;

d. Memberi dan mengkoordinir pelayanan administrasi kepada Kepala Dinas

dan bidang di lingkup dinas Pertambangan dan Energi sumber Daya

Mineral;

e. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan

pada seluruh bidang untuk diteruskan kepada kepala dinas;

f. Mengatur, mengendalikan dan mengadministrasikal urusan surat

menYurat dan urusan rumah tangga;

g. Menyusun laporan pelaksanaan pengawasan melekat (waskat) dengan

cafa mempelajari dan membuat telaahan waskat sesuai ketentuan yang

berlaku;

h. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan evaiuasi'

berkala dan tahunan badan;

i. Meiaksanakan tugas iain yang diberikan oleh atasan'



Pasal 4

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan dan menyelenggarakan urusan administrasi umum,

perlengkapan dan kePegawaian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan - kegiatan sub bagian umum

dan kepegawaian sebagai acual pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan tugas dan memtreri petunjuk, menilai prestasi kerja

bawahan untuk kelancaran tugas serta pembinaan dan pengembangan

karier;

c. Memberikan pelayanan urusan umum, perlengkapan dan kepegawaian;

d. Melaksanakan urusan kearsipan, pengetikan, penggandaan dan

pendistribusian surat/bahan cetakan serta keamanan dokumen;

e. Menyiapkan pedalanan dinas, melaksanakan urusan kerumahtanggaan

dinas, hubungan masyarakat, keprotokolan serta mengawasi pelaksanaan

kebersihan lingkungan;

f. Mengelola dan membuat daftar inventaris barang bergerak dan tidak

bergerak serta membuat laporannya;

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu -
waktu kepada atasan;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

{1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi

penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan dan

menyelen ggar akan administrasi perencanaan'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

b. Menyusun rencafra pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan

sebagai acuan Pelaksanaan tugas;

C. Melaksanakal manajemen layanan urusarl perencanaan dengan Cara

mengkoordinasikan dan membina layanan urutan perencanaan di lingkup

dinas sesuai juklak dan juknis;



d. Menyusun laporan berkala, tahunan dengan cara menghimpun data,

mempela.jari, mengelola dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan

program / kegiatan;

e. penyusunan perencanaan umum program kerja lima tahunan dinas;

f. penyusunan dan mengkoord.inasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas sesuai ketentuan;

g. Membuat laporan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan kepada

atasan;

h. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, meniiai prestasi kerja

bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan

pengembangan karier Pegawai;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

{1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan

menyeienggarakan administrasi pengelolaan keu angan'

Q\ rJraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menyusun rencana pelaksafiaal kegiatan sub bagian keuangan sebagai

acuan pelaksanaan tugas;

b. Menyusun rencana kerja dan anggararl dinas;

c. Melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan dinas;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi dan menyiapkan laporan

keuangan dinas;

e. Membuat laporan pelaksanaan tugas pada sub bagian keuangan;

f. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menilai prestasi kerja

bawahan untuk kelartcaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan

pengembangan karier Pegawai;

g. Melaporkal hasil pelaksanaan tugas Secara berkala maupun sewaktu -
waktu kePada atasan;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Bagian Kedua

BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA

Pasa-l 7

(1) Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam melaksanakan pengembangan, pengelolaan, inventarisasi dan

konservasi sumber d.aya mineraT, ait tanah, geologi d'alarn wilayah daerah'

12\uratantugas sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Merencanakan program kerja dan kegiatan di bidang energi dan sumber

daya mineral;

b. Mengkoordinir kegiatan inventarisasi, pengelolaan, pengembangan dan

konservasi sumber daya mineral, air tanah, geologi dan energi;

c. Merumuskan kebijakan teknis inventarisasi, pemetaan potensi dan

konservasi sumber daya mineral, air tanah, energi dan geologi;

d. Melakukan koordinasi terkait penyusunan rencana tata ruang daerah

berdasarkan potensi sumber daya mineral, art tanah, energi dan geologi

gu na penerapan pembangu nan yang berkelanj utan ;

e. Memberikan saran teknis penerbitan ijin pengusahaan mineral, energi'

geologi dan Pemanfaatan air tanah;

f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan

dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Energi dan sumber Daya;

g. Melaksanakan pembinaan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk

dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas serta

melakukan penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan

karier berdasarkan ketentuan yang berlaku;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berka]a maupun sewaktu

waktu kePada atasan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan'

Pasal 8

(1) Kepala Seksi Investasi dan Pemetaan Sumber Daya Minera-l' Air Tanah dan

Geologi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Energi dan sumber

Daya melaksanakan tugas inventarisasi dan pemetaan sumber daya

minera-l, air tanah dan geologi'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :



a. Menyiapkan rencana program dan kegiatan inventarisasi dan pemetaan

sumber dayamineral, air tanah dan geologi;

b. Menyiapkan bahan peiaksanaan penyeiidikan dan pemetaan geologi guna

inventarisasi potensi sumber daya mineral;

c. Menyiapkan bahan pemetaan geologi lingkungan guna perencanaan tata

ruang, pengembangan wilayah dan mitigasi bencana geologi;

d. Melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya geologi, mineral, air

tanah;

e. Melakukan pengelolaan data dan informasi berbasis sistem informasi

geografis (SIG) yang mencakup kegiatan penataan, pemanfaatan,

penyiapan data informasi geologi, sumber daya mineral, air tanah dan

energi;

f. Menyiapkan bahan analisis terhadap rencana teknis pelaksanaan

eksplorasi sumber daya mineral dan energi;

g. Melaksanakan pembinaan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk

dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas serta

melakukan penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan

karier berdasarkan ketentuan yang berlaku;

h. Metaporkan hasii pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu

waktu kePada atasan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

(1) Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Mineral, Air, Energi dan Geologi

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya

melaksanakan tugas konservasi sumber daya mineral, air tanah dan energi'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menyiapkan rencana program dan kegiatan konservasi sumber daya

mineral, energi, air tanah dalam wilayah daerah;

b. Melaksanakan konservasi pendayagunaan air tanah dalam rangka

pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya air tanah;

c. Menyiapkan pertimbangan teknis surat Izin Pengeboran (sIP) dan surat

izin Pengambilan Air Tanah {SIPA};

d. Melakukan analisis dan mengevaluasi data pengusahaan dart

pemanfaatansumberd'ayamineral,energidanalrtanah;



Mengolah data dan informasi daiam sistem terpadu yang mencakup

kegiatan penataan, pemanfaatan, penyiapan data informasi geologi,

sumber daya mineral, energi dan air tanah;

Melaksanakan konservasi terhadap sumber daya a1am, energi, dan air

tanah sesuai dengan potensi ekonomis;

Menetapkan wilayah konservasi air tanah;

Melaksanakan pembinaan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk

dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas serta

melakukan penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbalgan

karier berdasarkan ketentuan yang berlaku;

i. Melaporkan hasil peiaksanaan tugas Secara berkala maupun sewaktu

waktu kePada atasan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

BIDANG PENGAWASAN

Pasal i0

(1) Kepala Bidang Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam melaksan akan kegiatan bidang pengawasan energi, pertambangan

umum dan Pemanfaatan att tanah'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Merencanakan program dan kegiatan di bidang pengawasan;

b. Menyusun dan merumuskan kegiatan teknis pengawasan pertambangan

umum, energi dan Pemanfaatan air;

c. Melakukan pengawasan pertambangan, energi dan pemanfaatan air;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan energi dan

pemanfaatan air;

e. Memberikan saran teknis terhadap penerLritan izin dalam pengusahaan

mineral, energi dan pemanfaatan air;

f. Mengkoordinir kegiatan penertiban pertambangan umum, energi' dan

pemanfaatan air tanah;

g. Menyiapkan bahan rumusan rekomendasi jenis sanksi terhadap

pelanggaran usaha di bidang energi dan pemanfaatan air tanah'

e.

f.

ob.

h.

10



1.

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan

hukum terhadap pelanggaran pengusahaan pertambangan umum, energi

dan pemanfaatan air tanah;

Menganalisa dan mengevaluasi rencana dan iaporan kegiatan usaha

pertambangan umum, energi dan pemanfaatan air tanah;

Melaksanakan pembinaan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk

dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas serta

melakukan penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan

karier berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Melaporkan hasii pelaksanaal tugas Secafa berka-la maupun sewaktu

waktu kePada atasan;

Melaksanakan tugas iain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 1 1

(1) Kepala Seksi Pengawasan Pertambangan Umum mempunyai tugas

membantu kepaia bidang pengawasan melaksanakan pengawasan

pertambangan umum.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menyusun program dan kegiatan seksi pengawasan pertambangan

umum;

b. Melaksanakan pengawasan pertambangan umum menyangkut

pemasaran, keuangan, pengelolaan, data mineral, pemanfaatan barang

jasa, teknologi dan kemafiIpual rekayasa dan rancang bangun dalam

negeri;

c. Melakuka]l pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;

d. Melakukan pengawasan terhadap lzin Pertambangan Rakyat (IPR)' Izin

usaha Pertambangan (IUP) danlzirl usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

e. Melaksan akan pembinaan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk

dan arahan kepada bawahan da-lam meiaksanakan tugas serta

melakukal penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan

karier berdasarkan ketentuan yang berlaku;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu

waktu kePada atasan;

g.Melaksanakantugaslainyangdiberikanolehatasan.

h.

j.

k.

11



Pasal 12

(1) Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Pemanfaatan Air mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Pengawasan melaksanakan pengawasan Energi

dan Pemanfaatan air.

i2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri dari :

a. Menyusun program dan kegiatan seksi pengawasan energi dan

pemanfaatan ait;

b. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar

minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir;

c. Meiaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan'

distribusi, kualitas dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM);

d. Melaksanakan pengawasan dan penertiban usaha/kegiatan di bidang

energi dan Pemanfaatan air tanah;

e. Melaksanakan pemeriksaan dan survei lapangan terhadap lokasi

permohonan izin usaha dibidang energi dan pemanfaatan air tanah'

peiayanan dan penjualan bahal bakar, usaha ketenagalistrikan,

pengeboran dan pemanfaatan air tanah;

f. Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan kegiatan sumber energi baru

dan terbarukan;

g. Memberikan saran teknis jenis sanksi terhadap peianggaran usaha di

bidang energi dan pemanfaatan air tanah'

h. Melaksanakan pembinaan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk

dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas serta

melakukan penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan

karier berdasarkan ketentuan yang berlaku;

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu

waktu kePada atasan;

j.Melaksanakantugaslainyangdiberikanolehatasan.

t2



Bagian KeemPat

BIDANG BINA USAHA

Pasal 13

(1) Kepala Bidang Bina Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas daiam

pengelolaan pemberiart izin, pembinaan dan penyajian data pengusahaan

sumber daya mineral, energi dan pemanfaatan atr tanah-

(2\ rJraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan di Bidang Bina usaha;

b. Mengkoordinir proses permohonan perizinan usaha pertambangan umum

dan energi;

c. Memberikan saran teknis terhadap penerbitan izin usaha pertambangan

umum, energi dan air tanah;

d. Mengkoordinir penyiapan data dan laporan da-lam pengusahaan

pertambangan umum, energi dan air tanah;

e. Menyampaikan usulan nilai pendapatan daerah dari sektor pertambangan

umum, energi dan air tanah;

f. Melakukan pembinaan terhadap pengusahaan di bidang pertambangan

umum,energi dan air tanah;

g. Melaksanakan pembinaan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk

dan arahan kepada bawahan ddam melaksanakan tugas serta

melakukan penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan

karier berdasarkan ketentuan yang berlaku;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Secara berkala maupun sewaktu

waktu kePada atasan;

i. Meiaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan'

Pasa-l 14

(1) Kepala Seksi Petizinan, Penetapan dan Pend'apatan mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Bina usaha melaksanakan koordinasi perizinan'

penetapan dan pendapatan dibidang pertambangal umum' energi dan

pemanfaatan air tanah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menyusun rencana prografit dan kegiatan seksi Perizinan, Penetapan dan

PendaPatan;

b.Mengeva-luasidanmemverifikasipersyaratanad.ministrasi,teknisdan
finansial permohonan izin usaha pertambangan umum' energi dan

pemanfaatan air tanah;
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Menindaklanjuti dan

pertambangan umum,

tanah;

d. Menyiapkan bahan rumusan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)

Bahan Bakar MinYak (BBM);

e. Menetapkan nilai perolehan air tanah pada cekungan ait tanah dalam

wiiayah daerah;

f. Mengatur harga jual listrik untuk konsumen yang memiliki izin khusus;

6
E' Memberikan pertimbangan teknis terhadap izin Lokasi pendirian stasiun

pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), lokasi pendirian kilang dan

tempat penyimPanan migas;

Menyiapkan bahan rumusan rekomendasi penetapan lokasi dan luas

wilayah, jangka waktu, kapasitas dan kewajiban keuangan dalam rangka

pemberian izin usaha pertambangan umum, energi serta pengelolaan dan

pemanfaatan air tanah;

Menyiapkan bahan penyusunan draft keputusan pemberian tzin usaha

pertambangan umum, energi dan pemanfaatan air tanah;

Memberikan pertimbangan teknis usulan pendapatan daerah dari sektor

pertambangan dan energi;

Melaksanakal pembinaan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk

dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas serta

melakukan penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan

karier berdasarkan ketentuan yang berlaku;

1. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu

waktu kePada atasan;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

(2) Kepala Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas membantu kepala bidang

melaksanakan penyelenggaraall bimbingan usaha di bidang pertambangan

umum, energi dan pemanfaatan air tanah'

C. memproses permohonan petizinan usaha

energi dan pengelolaan serta pemanfaatan air

h.

J.

k.
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(21lJraian tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Bimbingan Usaha;

b. Melaksanakan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan bagi

pemegang iztn usaha pertambangan umum, energi, pengelolaan dan

pemanfaatan air tanah;

c. Melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan, peraturan perundang

undangan di bidang sumber d,aya mineral, geologi, air tanah, kelistrikan

dan energi;

d. Mengkoordinasikan bahan rumusan standarisasi teknis dalam

pengusahaan pertambangan umum, energi serta pengelolaan dan

pemanfaatan air tanah;

e. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat disekitar

lokasi sumber air permukaan meialui sosialisasi dan bimbingan teknis

untuk pengamanan dan pemanfaatan sumber air tanah;

f. Melakukan analisa, evaluasi, tindak lanjut rencana dan laporan kegiatan

usaha di bidang pertambangan umum, energi serta pengelolaan

pemanfaatan air tanah dan pengembangan masyarakat sekitar;

g. Melaksan akan pembinaan, mend,istribusikan tugas, memberi petunjuk

dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas serta

meiakukan penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan

karier berdasarkan ketentuan yar.g berlaku;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu

waktu kePada atasan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya

Mineral Kabupaten Buru adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

peraturan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan.
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru'

Ditetapkan di
pada tanggal,

Namlea
02 Juli 2Ol3

,f

Diundangkan di Namlea
pada tanggal, 02 Juli 2A13

SEKRETARIS DAERAH

\r<eruretEN BURU,',

ABDUL

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2013 NOMOR &I3

ADJID SOULISA
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